
  

 
 

 
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

 
NOMOR  20 TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
      

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pembangunan daerah yang 
berkelanjutan, berkeadilan dan sejahtera, dengan 
berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas publik, diperlukan arah dan kebijakan yang 
jelas melalui penyusunan perubahan rencana kerja 

pemerintah daerah; 

b. bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah 

daerah terdapat dinamika pembangunan yang mendorong 
perlu dilakukan penyesuaian pada target proyeksi 

pendapatan dan perencanaan pembangunan; 

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum 
terhadap penyesuaian pelaksanaan perencanaan 

pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam 

Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2026; 
 

Mengingat      :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178); 

 

 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang. 

6. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode Tahun 2025-2045. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya 
disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode Tahun 2025-2029. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

10. Perubahan RKPD adalah penyesuaian berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan. 
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11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh 
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

pembangunan daerah. 

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah 

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam 

bentuk barang/jasa. 

 

BAB II 

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2026 

Pasal 2 
Perubahan RKPD tahun 2026 menjadi pedoman dalam: 
a. penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 

2026; 
b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan 

prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan 
perwakilan rakyat Daerah; dan 

c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan 
belanja Daerah tahun 2026. 

 

Pasal 3 
(1) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 
a. pendahuluan; 

b. evaluasi hasil triwulan II (dua) tahun 2026;  
c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah; 
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah tahun 2026; 

e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan 
f. penutup. 

(2) Ketentuan mengenai Perubahan RKPD tahun 2026 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal  23 September 2026      

 
BUPATI REMBANG, 

 
ttd 

 

HARNO 
 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal  23 September 2026      

 
Plt SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

 
ttd 

 
MARDI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 22 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  

Kepala Bagian Hukum 

 

 

${ttd_pengirim} 

 

 

Dedhy Nugraha S.H.,M.Si 

Pembina Tk.I 

NIP. 19791206 200604 1 006 

 
 

 

${ttd}
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